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BUPATI KATINGAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEI'IYUSUNAN .ANGC}ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATE}I KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RA'HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN, .

Menimbang:a.bahwadalammelaksanakanketentrranPasal34ayat
t2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah' perlu dibuat

suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran

Perrd'apatan clan Belanja Daerah Kabupaten Katingan

Tnl'lun Anggaran 20 15'

b. bahwa berdasarka* pertimbangan huruf a di atas

perlu di.tetapkan dengan Perattrran Bupati'

Mengingat : l.. Undang-Undang Nomor 49 Tatrun L999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 8 Tahun L974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik lnd'onisia Tahr-rn 1999 Nomor 169'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan' Kabupaten

Ser-uyart, Kabupaten Sukarnara' Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten

Pritang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Tirnur di Provinsi Kalimantan



9.

Pimpinan dan anggota Dewan Penvakilan Rakyat

Daerah (Lern.baran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Inclonesin Nomor aT L2);

Peraxrrran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29

Tahrr,n 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 62, Taxnbaan Ifmbaran Negara Republik

Inclonesia Nomor a513);

Peranuran Pemerintah Republik Inclonesia Nomor 55

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Ind'onesia Tahun 2005 Nomor L37 '

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5751;

Ll.. PeraEuran Pemerintah Republik Indonesia Nornor 56

Tahun 2OOS tentang Sistem Informasi l(euangan

Daerah (Lembarer'n Negara Republik Irrdonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5761; sebagaimana telah

diubah dengan Peraflrran Pemerintah Nomor 65 Tahun

2OLO tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah

Norreor56Ta}run2oosterrtangSistemlnformasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLO Nomor 110' Tambahan

Lembaranl\egaraRepubliklndonesiaNomor5l5S);

12.PeraturanPemerintahRepr-ablikInd'onesiaNomorST
Tahun 2005 tentang flibah Kepada Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia' Tahun 2005 Nomor 139'

Tanabahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a577);

13.PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor53
Tahrrn 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(I.ennbaranNegaraRepubliklndonesiaTa}run2005

nomor L4A, Tanrbahan Lembaritn Negara Republik

Indonesia Nomor a578);

10.
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 65

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penenapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomr:r a585);

15. Peratllran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 158' Tambahan Lernbaran Negara

RePublik Indonesia Nomor a587);

16. Perahlran Pemerintah Republik Indonesia llomor 23

Tahu.n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badiart

Layanan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahu.n 2005 Nomor 48' Tambahan Irmbaran Negara

RePublik Indonesia Nomor a502l;

L7. peral:uran pemerintah Repubtk Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 tentang pengel0laa, Keuarrga' Daerah

(Lembaran Negara R'epublik Indonesia Tahun 2OAS

Nornrcr l4O, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

1g. peraturan pemerintah Repubrik Indonesia Nomor I

Tahun 2006 tentang Laporan Keuangiur dan Kinerja

Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik

Indonesia tahun 2006 Nomor 25' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6L\;

r.9. peraturan pemerintah Republik Indorresia Nomor 41

Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lenrbaran Negara Republik Indonesian Tahun 2OOT

Norrror 89, Tambahan Lembararr Negara Republik

Indo:nesia Nomor aTall;

20. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2Al2 &ntarrg

HibahDaerah(LembaranNegaraRepubliklndorresian

Tahun 2Ot2 Nomor 5' Tambahan kmbaran Ne$ata,

RePublik Indonesia Irlomor 52721;



31.

29. peralrrran Daerah'- ihbupaten Katingan Nomor L4

Tatrum 2OlL tentang Retribusi Jasa umum (Irmbarart

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OLL Nomor 14);

peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun zAfi Nomor 15);

Peratrrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor' 16

Tahun 2lll tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OLt

Nom,or 16);

30.

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2oX6tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr

sebagairnana telah diubah beberapa kali' teraldrir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L

Tahtrn 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

D"l*q Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedomerr

Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 25 Tahun

2OOO terrtang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalarrr Negeri Nomor 32 Tahun 2OO5 tentar:'g Pedoman

Pengajuan Penyerahal dan Laporan Penggunaan

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

34. PeraLuran Menteri Pekerjaan Umum

45/ I'RT/ M I 2OO7 tentang Pedoman

PembangPnan Gedung Negara;

35. Peraturan Menteri, Dalam Negeri Nomor 2l Tahun

2OOT tenlang Pengelompokan Kemampuan Keuarrgarl

Daer,ah, penganggaran dan pertanggurrgiawaban

Penggunaan Belanja Penunjang Operasionai Pimpinan

DPRDsertaTataCaraPengembalianT\rnjangan
Komunil<asi Intensif clan Dana Operasional; 

,,/

Nomor :

Teknis



36.

38.

37.

Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 6O lahun 2007

tentang Pakaian Dinas Pegewai Negeri Sipil

dilingkrrngan Departemen Dalam Negeri dan

Pemeriirtah Daerah;

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

200E tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah' Wakil

Kepala Daerah dan KePala Desa;

Perat.urarr Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

IOLL yang diubah tlengan Permendagri Nomor 39

Tahun 2O1'l tentang Peru'bahan Peraflrran Menteri

Dalam Negeri Nomor g2 Tahun tentang Pedoman

Pemberian bantuan Sosial dan Hibah yang Bersrrmber

dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

39. Peratrrran Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 53/PMK' O2l2OL4 tentang Standar Fliaya Tahun

Anggaran 2Ol5;

40. Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2Ol2

tentang Ped'ornan Pakaian Dinas Pegawai' Pejabat'

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan

Pemerintah KabuPaten Katingan;

41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Ref<lrrfrasi Birokrasi Republik Ind'onesia Nomor 13

Tahu'n 2013 tentang Jabatan F\rngsional Pembimbing

Kesehatan Kerja Dan Angka Ifteditnya;

42. peraturan Menteri pendayagunaa, Aparatur Negara

DanReformasiBirokrasiRepubliklndonesiaNomor4T

Tahun 2Ot3 teniang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pend'ayagunaarl Aparahrr Negara Dan

Reforrnasi Birokrasi Republik Indonesia Nornor 13

Tahu.n2013tenta:rgJabatanFungsionalPernbimbing

Kesehatan Kerja Dan Angka' Kreditnya;

43. peratrrra' Menteri Dalam Negeri Nomor s3 Tahun

2o:ltentangPembentukanProdukHukumDaerah;l/
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47.

44. Perattrran Menteri- Dalam Negeri Noinor 37 Tahun

2014 tentang Ped'oman Pert5rursunan Anggarart

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015;

Peraluran Gubernur Kalirrrantan Tengah Nornor 29

Tahun 2Ot+ tentang Upah Minimum Provinsi dan

Upa}rMinirrrumsektoralProvinsiTa}run2oLSProvinsi

Kalimantan Tengatr;

Peraluran tsupati Katingan Nomor 3 Tahun 2OLL

tentang 'funjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat

Fungsi,cnal Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah (PFP2UPD) dan Ar-rditor Pada

Inspektorat KabuPaten Katingan;

Peral.uran Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2Ol2

tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter' Dokter

Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker' Pranata

Laboratoriuur Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan'

Ento:rnolog Kesehatan, Sanitarian' Administrator

Kesehatan, Pen5ruluhan Kesehatan Masyarakat'

Peratrat 
'Cig, Nutrisionis Optisien' Terafis Wicara'

Okupasi TeraJis, Ortotis Prostetis' Teknisi Transfusi

Daralt, Teknisi Gigi dan Teknisi Elektormedis di

Wilarrah KabuPaten Katingan;

45.

46.

48. Keputrrsan Merrteri Keua:rgan Republik Indonesia

Nomor : 83/ KM K'O4 I2OOO tentang Pembagian dart

Penggunaan Biayrl Pemungutan Pajak Bumi 'dan

Ba::gunan;

49. Keputusan Bupati Katingan Nomor

ogol422/KPTS/IXl2o|4tentangStandarisasiHarga
Satr.lan Barang/Jasa dan Standarisasi Harga Satuan

Pokcik l(egiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran 2015;



Menetapkan :

H#n

MEMUTUSRAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN

UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN

ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaterr Katingan yang

selanjtrturya disingkat APBD Kabupaten Katingan, adalah rencarla

Keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dibahas dart

disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD

KabupatenKatingan,danditetapkandenganPeratrrranDaerah.

2. Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan adalah pokok-pokok

kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan

pemerintah Kabupatr:n I(atingan, Prinsip dan kebijakan Penyusunan

APBD Kabupaten Katingal, teknis penyusunan APBD Kabupaten

Katingan dan tral-hal khusus lainnya yanrg harus

diperhatikan / dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan'

sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat clengan pemerintah

Kabupaten Katingan ad.alah keserasian kebijakan pemerintah pusat

d engarr kebij akan pelryelen g$axaafi pemerintah Kabupaten KaLingan'

prinsip dan kebijalr:an umum APBD Kabupaten Katingan adalah

Landasan fil0sofis untuk rnerumuskan kebijakan dan sasaran

program/kegiatandalamsatutahunallggaran,untukdipedomani
seluruh satuan Kerja peralgkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan

Rencana Kegiatan clan Anggaran (RKA) dalam rangka pen)rusunan

Rencan'ra APBD dan R:arrcarrgan Perub'ahan APBD'

Teknis Pen5rusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus

dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyusunan

APBD.

Kepala Daerah adalah Bupati Katingan

Aparatirr Sipil Negara adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan

pada Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada

Pemerintatr D aerah l'ropinsi / Kabupate n I Kota'

3.

4.

5.

6.

7.

9
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8. Pegawcri/Calon Pegawai I'Iegeri Srpil yang selanjutnya disingkat

PNS/CPNS adalah wa-rga Negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, cliangkat sebagai Pegawai AsN berdasarkan undang-undang

Nomor 5 Tahun 2AL4 '

g. Pegawzri Tidak Tetap/Pekerja Harian Lepas lTerra$a l(ontrak adalah

pegawai yang diangkat untuk jangka wakhr tertentu guna

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunalr yang bersifat

teknis profesional dan ad.ministrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemarrrpuanorganisasidalamkerangkasistemkepegawaiarr,yang
tidakberkedudukanrsebagaiPegawaiNegeridarrdiikatdengan
perjanjian kerjasama' Untuk di lingkungan Kabupaten Katingan

diseburt sebagai Tenaga Ahti/ Pendukung'

10. Tunjangan Daerah adalah tambahan penghasilan bag Pegawai Negeri

SipilatauCalonPegawaiNegeriSipilyangpembayarannyabersamaarr

dengara pembayaran gaji bulanan'

ll.Tambahan penghasilan ,liluar dari gaji dan ttrnjangan daerah diatur

se suai den garr peraturan perundan g-undangan'

12. Tenaga. Ahii Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu untuk

membemtu anggota DpRD guna mengoptimalkan fungsi, tugas dan

wewenai,g DPRD serta rnengumpulkal data, rrrengadakan pengk4iiart

serta penelahaan berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas dan

kebutr:ihan fraksi.

13. Jabatan Fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam

strukhrr organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsi:rya sangat

cliperlukan dalaro pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi' misafunya:

aud.itor (Jabatan Furrgsional Auditor atau JFA), BUil, dosen' dokter'

perawat, bidan, apoteker, peneliti' perencana' pranatakomputer'

statistisi, pralratala boratorium pendidikan, dan penguji kendaraan

bermotor.

L4. Unit Layanan Pengad.aan BatanglJasa, yaitu tempat urrtuk pemilihan

penyediabarang/jasadengantugaspokokmenetapka::dokumerr
pengadaanbesaranrromirral,dannonpenavraran,pengumumanuntuk

masyarerJ<at umum melzrlui LPSE dalam portal nasional' menilai

kuatifrlfi.si melalui prakualifikasi dan pascak*alifikasi, melakukan

evaluasi administrasi, teknis cian seteralsnya'

10
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15. Prograrn adalah penjabaran kebijakari SKPD dalam bentuk upaya yang

berisisatuataulebihkegiatandenganmenggunakansumberdaya
yangdisediakanurrtukmencapaihasilyangtenrkursesueridengan

misi SKPD.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

lebih r.rrnit kerja pad.a sKpD sebagai dari bagian pencapaian sasararl

terulnrr pada satu program dan tediri dari sekumpulan tindakart

penyerahansumberdayabaikyangbenrpapersonil(sum'berdaya
manusia), barang rnodal termasuk peralatan dan teknologi' d'ana atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai

;;;; u*rr1i*ort) untuk menghasilkan keluaran (antput) dalam bentuk

barang/Jasa.

17. Penerirnaan daerah a<lalah uang yang masuk ke kas daerah'

ls.Pengelrt.arandaerahadalahuangyangkeluardarikasdaerah.

L9. pendapatan daerah arialah hak pemerintah daerah yeurLg diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih'

20.Indikator kineda adalah ukurarr keberhasilan yang akan dicapai dari

program dan kegiatan yang direncanakan'

2L.Capatan Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yal1g akan dicapai

yang berwujud kualitas, kuantitas, efisien dan efektifitas pelaksanaan

dari serliap prograrn dan kegiatan'

22. Standart Pelayanan Minirnal adalah ketentuan tentang jenis dan muhr

pelayarrandasaryangmerupakanurusanwaiibdaerahyarlgberhak

diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal'

23. Standar satuan Harga merupakan harga satrran

ljasayang berlakr: di suatu daerah'yang ditr:tapkan

kepala daerah.

24.Hargasatuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu

tertentu untuk perhitungan biaya kornponen masukan kegiatan'

25. Tarif a.dalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu t'ertentu

untukpenghihrnganbiayakomponenmasukarrkegiatan./

setiap unit barang

dengan kePutusan

IL



26. Barang Milik Daerah (BMD)

diPeroleh atas beban APBD

sah.

',.-4'

adalah sernua barang yang dibeli dart

atau berasal dari peroleharr lainya yang

2T.Barartgmilikdaerahberupaasettetap,yangselanjutrryadisebutasset
tetaparlalahassetberwujudyangmemilikiillasamanfaatlebih'daJjL2
(duatrelas)bulanuntukdigunakan'atattdimaksudkanuntuk
digunakandalamkegiatanpemerintahataudimarrfaatkanoleh
masyarakat urnurn' - .a : --i--.ra*ra

2S.Penyusutanasettetapaclalahpenyesuaiannilaisehubungandengart
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset' '

2g.BtayaPeroleharradalahJumlahkasatauSetarakasyangtelahdan
yangrflasihwajibdibayarkanataunilaiwajarimbalanlainyangtelah

danyangmasihwajibd.iberikanuntukmernperolehsuatuasetpada
saatperolehanataukontruksisampaidenganassettersebutdalam
kondisi dan tempat yemg siap untuk digunakan'

3o.Kerjalemburadalahsegalapekerjaany{lgharusdilakukanoleh
PegawaiNegeriSipil,CalonPegawaiNegeriSipil,tenaga}ronorer
daerahsertatenagakontr'ak<Jaerahpadawakttr.waktuterterrttrdiluar
jamkerjasebagaimanatelahditetapkanbagitiap-tiapinstansidan
kantor Pemerintah'

BAB II

PEDOMAN PEI{YUSUNAN

Pasal 2

(1)PedomanPenlrursunanAPBDKabupatenKatingarrTahunAnggaran

2AL5, meliPuti:

1. Tujuan Panduaru

2- Landasan Pen5rusunan RKA-SKPD;

3.Prirrsip-prinsipPen5rusunanRKA-SKPDTahunArrggaran2oLS;

4.KetlijakanPenyusunanAPBDTahunArrggararr2015;dan

5. Hal-hal khusus LainnYa'

(2) Uraial ped'oman penJrusunan APBD

Anggaran 2OL5 sebagaimana d'imahsud

Lampir-an sebagai bagian yang tidak

BuPati ini.

KabuPaten Katingan Tahun

pad.a aYat (1) tercantum dalam

terpisahkan dengan Peraturan

L2



B4B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiaP orang

Peraturan BuPati ini

Kabupaten Katingan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal

S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

EMUS,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL4 NOMOR :

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

13
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiaP orang

Peraturan tsuPati ini

KabuPaten Katingan'

mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan

dengan penempatanrlya dalam Berita Daeratr

ilHf*ilSfr"i:f'-ffiet 2ot4

Diundang!<an di Kasongan

Padatanggal 50 sertersbex 2o14

S DAERAH KABUPATEN KATINGAN'

:' NU<qDEMUS,
t,. 

.l r'-,-. ,.... - . ,. :;' .;;:; ;i"
" -r jt BERITA DAERAH KAEIUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL4 NOMOR : 157


